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BUPATI MAGrrAN

PROⅥ NSI」AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGrrAN

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERrANGGUNG」 AWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 3 Tahun 2oL5 tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magetan

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

20L4:'

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim€Lna telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja surabaya dan Dati II surabaya

Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembenhrkan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkr:ngan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
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19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pqjak Bumi

dan Baagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 440O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523411'

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 9O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tah:ut 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

534o);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

13.
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15.

2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaral Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46tfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29721;

16.
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23.

24.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tentang

Pinjaman Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangal Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20O9

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol3

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Tahun 2O14 Nomor 32);
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30 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2O04

tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO4

Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan

(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO7 Nomor

6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (l,embaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2OO8 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2O11

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O11 Nomor

2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2Ol1 Nomor 3, Tambahan

l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Peizrrran Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2O11 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2O12 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahurr 2OL2

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 2);
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38

39.

40.

41

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 7,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

l8);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetal Tahun 2Ol3 Nomor 1, Tambahan

kmbaran Daerah Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2O13 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (I*mbaran Daera-h Kabupaten

Magetan Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4

(lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O15

Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG     PENJABARAN

PELAKSANAAN    ANGGARAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN
PERTANGGUNG」AWABAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A

2014.

Pasal 1

laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. l,ain-lain pendapatan yang sah

Jumlah PendaPatan

Rp.  141.162.943.323,69

Rp. 953.331.478.618,00

Ro.377.318.106.025,00

RP 1 471.812.527.966,69
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2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai

2) BelanjaBunga

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan

6) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung

l) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa kbih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

Rp. 822.165.290.777,N

Rp. O,0O

Rp. 26.820.610.0OO,0O

Rp. 4.81O.219.5OO,OO

Rp. 62.444.473.2L2,m

Rp. 0.00

Rp. 916.240.593.489,0O

Rp. 21.W.ffi.r25,74
Rp. 2ffi.O65.977.976,26

Rp. 190.932.555.694.O0

Rp. 462.563.193.796.@

Rp. 1.378.8O3.7 87 .285,OO

Rp 93.008.740.681,69

Rp. L47.O57.267.799,15

Rp. 16.842.0OO.000.0O

Rp. 13O.215.2670799.15

Prp. 223.224.N8.480,84

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 4 Agustus 2015

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 4 Asustus 2015

Plt.SEKRETARIS

GIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGrrAN TAHUN 2015 NOMOR 41
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KABUPATEN MAGETAN,
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